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BUPATI BENGEULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

FERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI
GERAKAN TERPADU PENANGGULANCGAN KEMISKINAN

EBERDASIS ONLINE DI KABUPATEN BENGEULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA RSA
BUPATI BENGKULU UTARA,

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan Kabupaten
Bengkulu Utara sebagaimana yang telah diarur dalam
Pasal > ayat {1} Peraiuran Menteri Dalam Negeri Numor
23 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan
Kerja serta Pemmbinaan Kelembagaan dan Swmber Dava
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi  dan  Tim  Koordinasi  Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/Kois, maka perhz inevasi untuk
mengetahui cupaian penanggulangan kemiskinan secara
algrat;

b bahwa untuk mengetahui capaian penanggulangan
kemisgkinan, perlu mengembangkan  sistem  aplikasi
Gerakan Terpmdu Penanggulangsn Kemiskinan berbasis
online;

c. bahwa  berdssarkan  pertimbsngan  sebagaimana
dimalksud dalam huraf a dan b, maksa periu menerapkan

Peraturan Bupati Benghuly Utara tentang Pengelolaan
Aplikasi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Online di Kabupaten Bengkuhi Utara;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahon 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 56], dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahtn
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Deersh Tingkat I Termasuk Kotapraja,
Cralam Lingkungan Daerab Tingkat [ Sumaters Sclatan,
Sebagai Undang-undang {Lembaran MNegara Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1831}



Undanp-Undang 25 Tahun 2004 (enlang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambsehon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009  tenlang
Kesejahteraan Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4967] Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019
tenitang  Pekerja Sosial (Lembaran Negera  Republile
Indonesia Tahun 2019 Momor 182 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

. Undang-Undang MNomor 13 Toabhun 2011 tfentang

Penanganan Fakir Miskin [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undanpg-Undang Nomor ©& Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran MNegara Republik Indomesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah divbah  dempgan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 enang Cipta Kerja Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang MNomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahatn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali dimbah terakhir dengan Undang-Undang
Momeor 1 Tahun 2022 tentang Hubunpan Eeuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran
MNegara Republik  Indonesia  lahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintsh Pusat dengan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022
Momor 4, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Penpgelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan  Presiden Nomor 15 Tahun 2010  tentang
Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah denpan Peraturan Presiden Momor 9% Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nommor
15 Tahun 2010 tentang Pereepatan Penanggulangan
Kemiskinarn [Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 166 Tehun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesie Tehoun 2014 Nomor
341

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistermn
Pemerintahan Berbasis Elekironik [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Momor 152);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuban  Produk Hukum  Daersh  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Megeri Momor 120 Tahun 201% tentang Perubahan
Atas Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negura Republik Indonesia Tabmn 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahum 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyclarasan Kerja seria
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinaszi Penanggulangan Kemiskinan Provins dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemizskinan Kabupaten /Kota
(Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
Ta4),

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tabun 2021 tentang
Penpelolaan Data Terpadu Kescjahtcraan Somial (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2031 Nomor S78);
Peraturan Dacrah Kabupatcn Benghulu Utsra Nomor 2
Tahun 2008 tentang Hencana Pembangonan  Jangka
Panjang Dacrah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006
2026 [Lembaran Daerah Kabupaten Benpgkulu Utara Tahun
2008 Nomor 2);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Benpkulu Utara Nomor 2

Tahun 20231 tenteng RBencens Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah EKabupaten Bengkulu Utara Tahun
2021-2026 [Lembaran Daerah Kabupaten Benglilu Utara
Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Benglulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara
schagrimana teluh beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Ataa Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunun
Perangkat Daerah Kabupaten Benglulu Utara (Lembaran
Dasrah Kabupaen Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);



MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI

CERAKAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAE I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
@&,
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Dacrah adalah Kabupaten Benglkulu Utara.
Bupati adalah Bupati Benghalu Utara.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sechagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan doerah otonom.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitinn dan Pengembangan Dacrah
vang selanjutnya disebut Bappelitbangds adalah perangkat deerah yang
membidangi urusan perencanasn pembangunan  penelitian  dan
pengembangan daernh di Kabupaten Bengkulu Utara.

Penanppulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemermtab
dan pemerintah daersh yanp dilakukan sccars sistematis, tercncana, dan
bersinergi dengan dunin usaha dan masyarakat untuk mengurang jurmnlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kescjahteraan
rakvat.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Utara
vang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di
katupaten Bengloulu Utara.

Peranghkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwaldilan
Rakyat Dacrah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kbewenangun Daerah,

Aplikasi Qerakan Terpadu Penangpulangan Kemiskinan Berbasis Online
yvang sclanjuinya discbut Aplikesi E-Gordu Penoangkis adalah aplikasi
penanggulangan kemiskinan yang mengintegrasikan perencansan,
penganggaran, monitoring den evaluasi dalam sata sistem.

. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sclanjuinya disingkal DTES adalah

data induk vang berisi data pemerlu pelayanan kesejahlerann sosial,
penerima bantean dan pemberdayaan sosmial, serta potensi dan sumber
kescjahteraan sosial

Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lelah
berguna bagl yung menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan
kepulusan,



11, Admin aplikasi E-Gardu Penangkis yang selanjuinya disebut Admin adalah
Petugas operator aplikasi e-gardu penangkis di Bappelitbangda

BAB T
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDLUDLUKAN

Bagian Kesalu
Mak=ud dan Tujuan
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagal acuan bagi Perangkat Daerah
dalam  mengkoordinasikan pelaksanasn penanggulangan  kemniskinan
berbasis online.

(2) Peraluran Bupati ini bertujuan :
. sebugei spreng koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis online;

b.

schagai instrumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penanggulangan kemiskinon;

. sebagai  koordinasi  lintas  sektor pelaksanaan program  bidang

penanggulangan kemiskinan;

. menciptakan konsistensi penanggulangan kemiskinan berbasis DTKS;
dan
. mendorong tata kelola pemetintahan yang baik dan berzih dengan

memanfaatlan teknologi inforomesi

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini, sebagai :

.

sistem pendukung kepultusan uniuk mengumpullkan data, menpolah
data, analisis data, dan pengambilan lkeputusan  dalam  proses
perencanaan pembangunan daerah;

. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan dasrah yang terpad;
. sigtem informasi vang dapat membuat dokumentasi secarn terstrulctar

pada sctiap tahapan perencanasn pembangunan daerah; dan

. sigtem informasi vang dapat diakses oleh sctiap pengguna.
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BAB III
PENGELOLA DAN TUGAS

Bagian Hesatu
Pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis

Pasal 4

Pengelola Aplikasi E-Gardu Penanglds adalah Tim Pengelola.
Tim Pengelola schagaimena dimalsud pada ayat (1) terdiri dari tim
pengelola E-Gardu penangkis kabupaten dan E-Gardu Penangkis perangkat

duersh.

Tim Pengelola E-Gardu Penangkis kabupaten sebagaimana dimalosud ayat

(2) terdin dari :

a. Walkil Bupati sclaku Ketua Polaksana TKPK schagai pembina;

b. Kepala Bappelitbangda selaku Wakil EKetua Pelaksana TEPE sebapai
Penanggung jawah;

¢ Kepala  Bidang  Pemernlshan  dan Pembangunan  Manusia
Bappelitbangda sebagai Penanppung jawab harian; dan

d. Bub Koordinator/fungsional perencana pada Bidang Pemerintahan dan
Pcmbanpunan Manusia Bappelithanpda sebapai Admin.

Tim Penpgelola E-Gardu Penangkis Kabupaten bertanggung jawab kepada

Bupati.

Tim Pengelola E-Gardu Penangkis Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud ayat {2) terdiri dari:

&, Sekretaris  Doerah/Sekrelaris DPRD/Kepals  Boadan /Dioas fCarnal
sebagai Penangeiing jawab;

b. Bekretaris {Kepala Bapian/Sckretaria Camat pada Perangkat Daerah
sebagni penangening jawab harian;

«. Sub koordinator/fungsional yang membidangi wurusan perencanasan vamg
ditunjuk untuk menyusun  pelaporan kinerja sebagai Admin dan
oporator,

Ragian Kedua
Tugas Penpelola Aplikasi E-Gardu Penangkis

Pasal 5

gas tim pengelola aplikasi sebapaimana dimalsud pada Pasal 4 avat (2],

valon,
a. Pembing sebapaimans dimalsand dalam Pasal 4 ayat (2) hurof a bertupas

memberikan arshan program prioritas kemiskinan  tahunan melalo
bimbingan supervisl, pemantatan dan pelaksmansan aplilkasi;

b, Penangung jawab sehagaimana dimalsud dalam Pasal 4 avat (2) hamf b

bertugas melaporkan pelaksaan program prioritas kemiskinan kepada
pembing;



¢. Penanpung jawab harian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (2)
huruf ¢ bertugas menjamin  keberlanpsunpan, kelancaran dan
pengrunaan aplileasi; dan

d. Admin aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {2) haruf d
bertugas melakukan pengelolaan teknis dan memastikon  aplikasi
berjalan sccara cfcktif,

(2] Tugas pengelola Aplikasi E-Gardu Penangkis di Perangkat Daerah meliputi:

a. Penanggung jawab bertugas mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-
Gardu Penangkis linglap Perangkat Daerah

0. Penangung jawab haran bertugas mengkoordinasikan capaian kinerja ke
setiap bidang/unit kerja;

c. Admin bertugas melakukan veriikasi capaian kinetrja sebelum di mput ke
dalam sistem aplikasi E-Gardu Penangkis; dan

d. Operator bertupgas melakukan input data program/ kegiatan,/ subkegiatan
penangegulangan kemiskinen.

BADR IV
PEMGGUNA APLIKASI E-GARDU FENANGKIS

Fasal &

(1) Penippuna aplikasi E-Gardu Penangkis terdiri dari Bupati, Wakil Bupati,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pengguna scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan uwserndame
dan password dari admin aplikasi E-Gardu Penangkis,

(3] Kepala Perungkat Daerah schagai pengguna scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bappelitbangda.

Paszal 7

Dalam hal pengguna sistem melangpar ketentuan den menganggu kesmanan
Aplikasi E-Gardu Penangkis, Admin dapat memberhentikan pengguna aplikasi
E-Gardu Penanpgkis,

BAEB W
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Paszal 8

(1) Monitoritig dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aplikasi Gerakan Terpadu
Penangulangan Kemiskinan Berbasis Online dilaksanakan oleh tim
pengelola E-Gardu Penangkis kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam 1
{satu) tahun,

(2) Tim pengelola E-Gardu penangkis kabupaten menyampaikan laporannya
minimal 1 {satu] kali dalam 1 [zatu) Tahun.



BAB VT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarn.
Agar sefiap orang mengetahuinya, memerirtabkan pengundangan

Peraturan Bupati ini denpan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Benglulu Utara.

Ditetupkan di Argas Makmur
pada tangegal 16 Februsr 2023

BUPATI BENGKULL UTARA,
tied
MIAN

Dinndangkan di Arga Mabmur
pada tanggal 16 Februan 2023

SEKRETARIS DAERAH
EABUPATEN BENGKULLU UTARA,
ted

FITRIY ANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN RENGKULL UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Ashinva
KEPALA BAGIAN HUKUM
* Setdakab. Benglouly Utara
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IRSATIVAH YURDA, S.H, M.H
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